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MOTTO 

 

Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, Karena tak semua bunga tumbuh 

dan mekar bersamaan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidak mempuan debitur untuk 

membayar utang. Ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajiban 

membayar utang membuat dalam situasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). Dalam masa PKPU, debitur ingin memenuhi kewajibannya dengan 

melakukan pengalihan dan pembebanan hartanya  Dalam peralihan dan 

pembebanan harta debitur yang berstatus dalam PKPU, tentu Notaris memiliki 

peran penting di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh 

mana kewenangan Notaris dalam membuat akta pengalihan dan pembebanan harta 

debitur yang berstatus dalam PKPU, serta untuk mengetahui tanggungjawab 

Notaris dalam membuat akta tersebut. 

 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki 

kewenangan untuk membuat akta berupa akta jual beli, akta hibah, akta fidusia dan 

akta gadai.. Noatris bertanggungjawab secara perdata apabila kesalahan ada pada 

Notaris dalam membuat akta, sedangkan jika yang melakukan kesalahan berupa 

perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh para pihak yang menghadap, maka 

Notaris tidak memiliki tanggungjawab untuk akta tersebut. 

 

 

Kata Kunci: PKPU, Notaris, Tanggungjawab Notaris 
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ABSTRACT 

The background of this research is the debtor’s inability to pay debts. 

Debtor’s inability in fulfilling their responsibility to pay debts deepen the situation 

in Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). In PKPU, debtor wants to 

fulfill their responsibility by doing diversion and imposition of their asset. Notary 

has an important part in diversion and imposition of debtor’s asset in PKPU. The 

purpose of this research is to analyze Notary’s authority in making akta of transfer 

and assignment of assets debtor that is in PKPU and to know the responsibility of 

Notary in making the act. 

 

This research uses juridical normative method, which is a research that is 

based on the laws and regulations, specifically Undang-Undang Jabatan Notaris, 

dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). The result of this research shows that Notary has an authority to make 

acts such as Fiduciary deed, Deed of pawn, Deed of sale, Deed of grant. Notary is 

responsible if there is an error made by the notary in making the act. However, if 

the error in the form of an act of breaking the law are made by the client’s, the 

notary has no responsibility in such acts. 

 

Keywords : PKPU, Notary, Notary Responsibilities 
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